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BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEBO

Menimbang

TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-
2022;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) tahun 2018 dan 2019 oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Birokrasi Republik Indonesia perlu dilakukan
penyempurnaan dokumen perencanaan dengan
indikator kinerja yang relevan baik untuk tujuan,
dan sasaran  serta target-taget kinerja jangka
menengah agar dapat disimpulkan keberhasilan

yang dapat dicapai selama periode RPJMD ;

bahwa adanya perubahan kebijakan mendasar
berupa peraturan perundang-undangan pada
tingkat nasional, antara lain : Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2020-2024;

bahwa terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

bahwa status capaian indikator daerah yang juga
bagian dari Indikator Kinerja Utama Pembangunan
Daerah, banyak mengalami bias akibat
pemberlakuan beberapa regulasi dan adanya
pengaruh dari Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020
ini; N /



Mengingat

o 1.

bahwa guna penyelarasan isu strategis
pembangunan, visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan
pembangunan, program prioritas pembangunan
daerah dan  kerangka pendanaan  program
pembangunan daerah maka Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2017-2022 perlu untuk disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, ¢, d, e, dan f , perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-
2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
\"[



Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700j;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 382
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik

L2

Indonesia Nomor 6398j);



8.

10.

1X.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Tahun 2018 Nomor 2);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);\(‘[



14.

15

16.
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18.

19,

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2019 Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan  Berkelanjutan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136j);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencaa

{



20.

23

22

23.

24,

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100

Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013
Nomor 6); N/



25.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3

26.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan J angka
Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-
2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016
Nomor 8), Sebagaimana telah di ubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019
Nomor 2). \/



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Menetapkan :

dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016
Nomor 8) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo

Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor
6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2017-2022, masih tetap berlaku sampai d\eingaﬂ
berakhirnya Tahun Anggaran 2020. <



2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 23 Juli 2020

BUPATI TEBO,

SUKA R

Diundangkan di Muara Tebo,

pada tafqgged, 23 Juli 2020

S

BU

ETARIS DAERAH
IPATEN TEBO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2020 NOMOR 1...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBL: ( 1-20/2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR .... TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Tebo merupakan dokumen perencanaan
Kabupaten Tebo untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk
memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku
pembangunan di Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat. RPJMD dituangkan dalam penjabaran dari visi, misi,
dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada

RPJPD dan RPJMN.

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomgf 6
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Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 dan
2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perlu dilakukan
penyempurnaan dokumen perencanaan dengan indikator kinerja
yang relevan baik untuk tujuan, dan sasaran serta target-taget
kinerja jangka menengah agar dapat disimpulkan keberhasilan

yang dapat dicapai selama periode RPJMD.

Bahwa adanya perubahan kebijakan mendasar berupa peraturan
perundang-undangan pada tingkat nasional, antara lain : Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Bahwa terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tebo Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.

Bahwa status capaian indikator daerah yang juga bagian dari
Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah, banyak mengalami
bias akibat pemberlakuan beberapa regulasi dan adanya pengaruh

dari Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 ini.

Bahwa guna penyelarasan isu strategis pembangunan, visi, misi,

tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah

% (



II.

kebijakan pembangunan, program prioritas pembangunan daerah
dan kerangka pendanaan program pembangunan daerah maka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2017-2022 perlu untuk disesuaikan.

Bahwa Perubahan ini dilakukan pada awal tahun 2020 dimana
masih tersisa dua periode RKPD yakni RKPD 2021 yang sedang
disusun dan RKPD tahun 2022., sehingga diharapkan RKPD tahun
2021 dan Tahun 2022 sudah mengakomodir perubahan RPJMD
Kabupaten Tebo tahun 2017-2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup

jelas

Pasal II Cukup

jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR
...TAHUN ..




